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WALIKOTA BINJAI 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

PERATURAN WALIKOTA BINJAI 
NOMOR  13  TAHUN 2018 

 
TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2013 

TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK  

SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BINJAI, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari 

sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) dapat dilakukan melalui peningkatan besarnya 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); 
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang 
besarnya ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk  objek 

pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya, dan penetapan besarnya NJOP 

dilakukan oleh Kepala Daerah; 
c. bahwa besarnya NJOP bumi Kota Binjai telah ditetapkan 

sejak tahun 2013 dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 
4 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Besarnya NJOP 
sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan, sehingga dimungkinkan untuk 
dilakukan perubahan terhadap besarnya NJOP dimaksud; 

d. bahwa berdasarkan Notulen Rapat tentang Pembahasan 
Pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam rangka 

Penyesuaian NJOP Kota Binjai Tahun 2018 tanggal             
1 Februari 2018 yang dihadiri oleh unsur Badan 
Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota 

Binjai, unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kota Binjai, unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota 

Binjai, unsur Badan Pertanahan Nasional, dan para Camat 
se-Kota Binjai, telah disepakati bersama perubahan 

klasifikasi dan besarnya NJOP bumi sebagai dasar 
pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (PBB-P2) Kota Binjai;  

 
e.bahwa……. 

 
 

 
 

SALINAN 
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  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas 
Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3322); 
5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 
2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Binjai Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 

10); 
6. Peraturan Walikota  Binjai Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai 

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 

Nomor 4); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2013 
TENTANG KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK 

PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

Pasal I……. 
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Pasal I 

 
Mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Binjai Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 

2013 Nomor 4) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai. 

 

      

 
        Ditetapkan di  Binjai 

        pada tanggal  14 Pebruari 2018                    
 

WALIKOTA BINJAI, 
 

            ttd  

 
 

MUHAMMAD IDAHAM 
 

 
Diundangkan di Binjai 

pada tanggal 14 Pebruari 2018 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI, 

 
                ttd 
 

 
M. MAHFULLAH P. DAULAY 

 

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 13 


